


KAJIAN NORMATIF PERPINDAHAN

ALIRAN SUNGAI KE LANAN MASYARAKAT,..

m.cngelola 21 Sl}ng?i, diantaranya adali?ltlh;}:;r E(I?ISlg%kat POD) yang
Cipunagara, sungai Cibeet, sungaj Cigentis, dan Sunggai Belkm'lm\;v lsunga:
POJ mempunyai kewenangan unuk melakukan penamban o d‘aaupu.n
namun dalam .kenyataan POJ tidak melaksanakan langsun ° vona ls;ungal,
tersebut, melainkan bekerjasama dengan pihak ketigag algn ipf:nam aglgan
Penambanglah yang melakukan kegiatan di lapangan sedangkar, POJ o
merupakan badan pengawas dari segi teknis. an anya

Apabila ada kegiatan penamban

an di sungaj :
permasalahan terhadap masyarakat, makg ngal, yang menimbulkan

: Hoang. Demikian pula jika terjadai tuntutan
masyarakat, I.msalny.a ganti rugi, penambanglah yang menghadapi tuntutan
tersebut. Sering kali, penambang tidak akan bisa melaksanakan kegiatan
penambangan di bekas sungai atan di aliran sungai baru sebelum
merllga.dakan musyawarah dengan masayarakat, misalnya mengenai ganti
rugi di atas, sekaligus memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik
lahan, sedangkan di pihak lain pengelola (POJ) lepas tangan,

Apabila dihubungakan dengan ketentuan yang berlakn, tuntutan
masyarakat tersebut tidak berlebihan. Hal inj dapat dilihat dari ketentuan
Pasal 590, Pasal 591, dan Pasal 592 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(disingkat KUH Per) yang ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteni
Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai,
Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai
bahwa pemanfaatan lahan bekas sungai diprioritaskan untuk mengganti
lahan yang terkena aliran sungai baru, meskipun dalam kenyataannya bekas
aliran sungai lama tetap dikuasai oleh pengelola. Inilah keadaan yang sering
menimbulkan permasalahan antara masyarakat dengan para penambang,
khususnya penambang galian golongan C.

Dari kondisi tersebut di atas, timbul permasalahan yang manarik
untuk dikaji, yaitu siapa atau instansi manakah yang berhak atas lahan bekas
sungai atau aliran sungai baru? Menariknya permasalahan ini, karena selain
menyangkut hal kepemilikan lahan juga hak kemanfaatan lahan tersebut.
Sementara itu, masih belum disadari oleh pihak-pihak yang bersengketa,
yang menganggap masing-masing berhak memiliki dan memanfaatkap
lahan tersebut. Karena itu, melalui tulisan ini, panulis mencoba mengkaji
secara normatif permasalahan di atas, agar memperoleh kesepahaman
hukum mengenai kepemilikan lahan di atas.
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Dari ketentuan tersebut pen .
) ; 8usahaan sungai selain dilakukan
. l
pemerintah, dalam hal inj BUMN, dapat juga dilakukan oleh badan hu}(:ueh

Zﬁ:;a ::Ei:?lslgggsr;royan terbatas (PT), perseroan comanditer (CV), koperasi
ayasan, s ? ’
berwenang. yasan, bahkan perorangan dengan fjin pejabat yang

Badan usaha milik negara di Jawa Barat yang ditunjuk oleh

pemeﬂntah untuk melakukan pengusahaan sungai adalah Perum Otorita
Jatiluhur (POJ), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 1990 tentang Perum Otorita Jatiluhur. Lapangan usaha yang

dilakukan oleh POIJ ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Pasal 7
menyebutkan:

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan teijaminnya keselamatan
kekayaan negara, perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha seba gai berikut:

a. Penyediaan air baku untuk perusahaan air minum, perusahaan listrik, perusahaan
perkebunan, perusahaan perikanan, industri, pelabuhan, penggelontoran, dan
perusahaan lainnya yang memanfaatkan air.

b. Usaha pembangkitan listrik tenaga air Ir. H. Juanda dan prasarananya.

C. Usaba pariwisata, jasa konsultasi, dan usaha-usaha lain yang dapat menunjang
tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan
persetujuan Menteri. '

Tujuan yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) adalah untuk membangun
ekonomi nasional dengan berperan serta melaksanakan program
pembangunan nasional di dalam bidang air, sumber-sumber air, dan
ketenagalistrikan.

Pasal 8 menyebutkan:

(1) Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 di Sungai Bekasi, Sungai Cikeas, Sungai Cikarang, Sungai
Cibeet, Sungai Cipamingkis, Sungai Cigentis, Sungai Citarum, Sungai Cikao,
Sungai Ciherangharus, Sungai Cisomang, Sungai Ciherang Nunggali, Sungai
Cilamaya, Sungai Cijengkol, Sungai Cileuleuy, Sungal Ciasem, Sungai
Cigadung, Sungai Cipunegara, Sungai Cibodas, Sungai Cikandung, Sungai
Cibeber, Sungai Cilalanang, dan beserta anak-anak sungainya.

(2) Pengusahaan air dan sumber-sumber air di sungai lainnya oleh perusahaan
ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri

Dari ketentuan kedua pasal di atas, tampak bahwa pada prin.sipn‘ya
pengusahaan sungai oleh POI dapat dilakukan dalam empat kategori, yaitu
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¢. Kepariwisataan dengan kcwcnangan
untuk memanfaatkay ajr dan sumber aj

d. Jasa konsultasi dan jasa lainnya dalam
ada di perusahaan,

e. Penan '
dimaklsl‘);ng(;ml bahan galian golongan C dengan kewenangan sebagaimana
. alam Pasal 9, dalam rangka memanfaatkan potensi sumber air
sungai, .dan sempadannya, serta menjaga kelestariannya )
f. Penyediaan air industri dan ajr bersih serta pengolahan s;ir limbah.

scbagal:mn dimaksud dalam Pasal 9
I serta lingkungan di sckilamya.
rangka memanfaatkan sumber daya yang

Selanjutnya Pasal 9 menyebutkan i o ,
kegiatan POJ sebagai beri]Zut: lokasi yang menjadi sasaran kegiatan-
Pcrusahaap melak.sanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, rehabilitasi,
cksploitasi, pemeliharaan, perlindungan, pengawasan, dan pengendalian
dalam rangka mf?nyelenggarakan tugas perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 d,l sungai Bekasi, sungai Cikeas, sungai Cikarang, sungai
Cibeet, sungail Cipamingkis, sungai Cigentis, sungai Citarum, sungai Cikao,
sungai Ciherangharus, sungai Cisomang, sungai Cuherang Nunggali, sungai
Cilamaya, sungai Cijengkol, sungai Cileuyeuy, sungai Ciasem, sungai
Cigadung, Cipunegara, sungai Cibodas, sungai Cikandung, sungai Cibeber,
sungai Cilalanang, dan anak-anak sungainya termasuk prasarana pengairan
yang terkait dalam satu kesatuan wilayah sungai.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, kewenangan
POJ untuk mengusahakan sungai semakin jelas. Yang dimaksud
pengusahaan sungai menurut ketentuan di atas adalah pengusahaan air yang
ada di sungai, meyewakan lahan yang ada di bantaran sungai, dan
melakukan penambangan di sungai. _

Dari uraian di atas, dapat dikatakan lapangan usaha PO) selain
menyelenggarakan keempat kategori di atas, juga menyelenggarakan
kegiatan usaha galian golongan C. Yang termasuk bahan galian golongan C
adalah: nitrat, phospat, garam batu, asbes, talk, mika, magenesit, garﬁ.t,
yarosit, tawas, leusit, oker, batu pennata, batu setengah permata, pasir
kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, zeolit, batu apung, tra, ob31dlap,
perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, batu tplis, ba_tu. kapur, dolomit,
kalsit, garanit, berbagai jenis tanah liat, serta paisr dan ].<er1k11.

Dalam mercalisasikan usaha penambangan galian golongan C, POJ
melakukan pendataan di sungai-sungal yang mepjadi penguasaannya,
misalnya yang tertuang dalam Hasil Pendataan Sungal t.anggal 30 Nopembel'r
1992, Dari hasil pendataan tersebut, ternyata tidak semua sungal
mempunyai deposit (men gandung bahar} material) yang cukup, tetapi hanya
beberapa sungai yang mempunyai deposit dan layak ditambang,
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ip lnyak ditambuug hanys berjinniah 21 sunga,

Sungni-suigai yat nlah 2@ G
: alv ini penulis kemnkakan empal sungai yang

Schagai contoh, di baw

b smean para penambangnyi, yaitu: - )
ditarmbang (BT P41 ang olch: KUD Kerlasarl, P.T. Sapta Muda

Sunpai Citarum yang ditambi o .
1. Sungm Citarum yang p.T. Agung Indah Gandasari, P.T. Bumi

Jayakarta, P.T. Kutapohaci, ! ' '
1’;i:3i1' Mandiri, P.T.Trias Scrangkai, P.T. Cemerlang Nadasurya, Pusat

Koperasi Kostrad, P.T. Tri Tunggal Rahayu, dan P.T:Pcrsada BPUE’ITIII [éna,
Sungai Cibcet yang ditambang oleh: P.T. Klampis .Ircng., d Patu
Kcria Emala, P.T. Argo Primatama, P.T. Pertanian Sinergik, dan P.T.
Budi Daya Remaja.
Sungai é’ipunagajra yang ditambang oleh: P.T. Selokencono B.N., P.T.
Asta Alam Sentosa, P.T. Aruza Scmesta, P.T.Astaka Krya, PT
Cipunagara Jaya, P.T. Dwi Sakti Bumi Alam, P.T. Harkat Guna Abadi,
dan Primkop Polwil Purwakarta.

4. Sungai Cigentis, yang tambang oleh: P.T. Sapta Muda Jaya'karta,

Dari contoh ini tampak bahwa pengusahaan sungai dapat dilakukan oleh
swasta berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan POJ.

o

L

III. PERPINDAHAN ALIRAN SUNGAI KE LAHAN MASYARAKAT

A. Status Tanah di Pinggir Sungai

Sebelum ramainya pembangunan di Indonesia, khususnya di sektor
industri, di tepi sungai hanya terlihat lahan pertanian dan perkebunan,
sedangkan bangunan-bangunan yang berdiri hanya sedikit, kecuali di
perkotaan. Di tepi sungal dimaksud adalah di luar badan sungai alam di luar
wilayah perkotaan, yang tanggul sungainya berbatasan dengan atau
merupakan lahan masyarakat. Namun apabila melihat keadaan sekarang, di
tept sungai (khususnya di sungai-sungai yang pada musim kemarau aimya
cukup potensial) banyak berdiri bangunan pabrik industri.

Bagi pabrik, mendirikan bangunan pabrik di pinggir sungai dianggap
menguntungkan, karena memudahkan mereka dalam mengambil air dan
membuang limbah pabrik. Dengan demikian tidak heran apabila semula di
pinggir sungai hanya terdapat hak milik (HM) atas tanah kemudian berubah
atfau bertam.bah dengan hak guna bangunan (HGB) misalnya di sungai
Citarum Hilir Bandung Jatiluhur di desa Cilangkap Kecamatan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, di sana muncul HGB atas nama
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i sampai cnim
apat melakukan

petubuatin SIPD wmemakan wakti knrang lebih dun buli
an baru dapat

bnlan, sambil memmggu keluarmy SIPD, penumbang d
persiapan-persiapan di lapangan. Kegiatan  penambing
dilakukan apabila SIPD telah diterbitkan. ©rdasark

Pada unununnya penambangan berjalan lancar, namun ber asarkan
b, 10/SPI/02/LEP/

laporan Triwulan Satuan Pengawasan Intermn POJ Nomor
1995 tanggal 3 Oktober 1995 dan nomor 10/API/1 1/LHP/1996 tanggal 5

Marct 1996 penambangan di tempat-tempat tt‘:r-tentu menimbulkan
permasalahan. Pengelola mengaku bahwa hak kcpemlll_kan atas tanah bekas
sungai menjadi hak pengelola, sementara di pihak lan? yakni masyarakat
mengaku pula hak kepemilikan lahan bekas sungai tersebut, bahkan
terhadap aliran sungai yang barupun diakui miliknya. Al_asannya :fldalah
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan tersebut masih tetap dibayar

oleh mereka (tidak dihapuskan). . o
Contoh kasus dalam laporan di atas, misalnya kasus yang terjadi di
sungai Cipunagara dan sungai Cigentis. Adapun kasusnya adalah sebagai

berikut:
1. Penambangan di lahan bekas sungai:
Nama penambang - P.T. Asta Alam Sentosa.
Nomor dan tanggal kontrah : 1/93/SPU/95, tanggal 12 September 1995.
Lokasi penambangan . Bantaran kiri sungai Cipunagara Desa
Bantar Waru Kecamatan Haurgeulis
Kabupaten/Daerah Tingkat II Indramayu.
Volume kontrak + 374.373,46 Cm’,
Permasalahan :
Penambang mengalami kesulitan dalam melaksanakan penambangan
i, karena mereka mengaku bahwa

karena masyarakat menuntut ganti rug
tanah pada lokasi tersebut adalah miliknya. Penambang keberatan

membayar ganti rugi karena berpendirian bahwa lahan/tanah bekas
sungai itu meruakan hak dari pengelola yakni POJ. Berhubung tidak ada
kesepakatan mengenai hal tersebut, akhirnya penambangan tidak jadi

dilaksanakan.

2. Penambangan di aliran sungai baru.
Nama penambang « P.T. Sapta Muda Jayakarta.

Nomor dan tanggal kontrak : 1/60/SPU/1994, tanggal 15 Mei 1994.

Lokasi penambangan : Blok P.O.-P.43 Desa Tegalwaru
Kecamatan Pangkalan Kabupaten/Daerah

Tingkat Il Karawang,
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(disingkat UUPA), yang merupakan sumber hukum pertanahan nasninz!
Indoncsia, tidak mengatur sccara csksplisit atau kh'usus hak'a.tas tam;l1 i
lahan bekas sungai atau di aliran sungai baru. Mf:sklpun flcm}klan, ter .aé).at
beberapa ketentuan UUPA yang dapat dipakal sebagai rujukan yundis,
untuk melihat status hak atas tanah pada lahan tersebut. Karena tanah/lahan
pada lokasi pinggir sungai itu merupakan hak milik, hak guna banguna.n c.lan
hak guna usaha, maka beberapa pasal yang dimaksud, yang dapat dirujuk
7, Pasal 34, dan Pasal 40. _

e Ilj’issjl 227 menyatakan hak milik hapus karena tanahnya jatuh kepada
negara, penycrahan dengan sukarela, diterlantarkan, dan tanahnya m}lsnah.
Pasal 34 menycbutkan bahwa hak guna usaha hapus karena. ngka
waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir akibat
scsuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang hakpya sebelum
jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan,
dan tanahnya musnah. Kemudian Pasal 40 menya'takaq bah.wa hak guna
bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir, dllhentllfan.sebelum
jangka waktunya berakhir akibat sesuatu syarat tidak dlpf?nuhl., dilepaskan
oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk
kepentingan umum, diterlantarkan, dan tanahnya musnah.

Dari kecmpat hak atas tanah tersebut, salah satu penyebab hapusnya
hak atas tanah adalah karena tanahnya musnah. Yang dimaksud musnahnya
tanah adalah hilangnya tanah, baik karena gempa, erosi, banjir, gunung
mcletus, dan sebagainya, Pengertian hilang di sini bukan berarti tanah
tersebut tidak ada sccara fisik, namun fungsinya yang berubah. Contoh
scbuah sungai menjadi daratan, daratan menjadi sungai, daratan menjadi
danau, atau danau menjadi daratan,

Tanah-tanah yang berlokasi di pinggir sungai kebanyakan hapus
karcna banjir dan crosi, bahkan akhir-akhir ini banyak disebabkan oleh
penambangan yang tidak mengikuti ketentuan. Ketentuan dimaksud
misalnya kedalaman penambangan sudah ditentukan 3 meter, namun karena
depositnya masih banyak, penambangan tersebut diteruskan sampal
kedalaman 5 meter. Hal ini akan mengganggu keseimbangan tanah pada
[cbing sungai, sehingga terjadi longsor atau erosi, yang mengakibatkan
tanak di pinggir sungai tersebut musnah, Persoalannya, apakah musnahnya
tanah/lahan akibat aliran sungai baru sccara mutlak menghapus hak
kepemilikan atas tanah yang berubal fungsi tanpa penggantian dan
menghapus  segala hak atas kekayaan Ilain yang terkandung dalam
tanah/lahan yang hapus atau berubah fungsi tersebut?
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UUPA tidak mengatur |eb; i
ebih |z : ,
Berhubung hal tersebu tiggk dintyr 4 anjut mengenai persoalan di atas.

dapat dilihat pada ketentuan KUH Pe

Jika sebuah bengawan atay
tanah di tepinya, schingpa
milik atas pulau itu adalah t
dalam sebuah bengawan ata

sungai dengan mengambil jalan aliran baru memotong
karenanya terjadilah kepualaun-kepulauan, maka hak
etap pafla pemilik tanah semula, pun jika hal ini terjadi
U sungai yang dapat dilalui dengan perahu atau getck.

mepgmdmg d? dalamnya hak milik atas tanah dj mana bengawan
atau sungai 1tu mengalir. Selanjutnya Pasal 592 menyebutkan:

Jika sebuzh bengawan atau sup
meninggalkan jalan aliran
kehilangan tanahnya, berh
ditinggalkan masing-mas
mereka,

gai mengambil jalan aliran baru dengan
yang lama maka sekalian pemilik tanah yang karenanya
ak scbagai pantinya memiliki tanah di jalan aliran yang
ing dalam keseimbangan dengan tanah-tanah kehilangan

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa apabila
terjadi perpindahan aliran sungai, maka lahan bekas sungai dan bahan
material yang ada di dalamnya dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yang
terkena aliran sungai baru, sebagai pengganti lahan yang terkena aliran
sungai yang baru. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan ketentuan
hapusnya hak atas tanah menurut UUPA, maka dalam hal tanah berubah
fungsi, misalnya dari tanah sawah menjadi sungai akibat perubahan aliran
sungai, maka hak atas tanah tersebut tidak hapus secara mutlak, karena
pemilik hak atas tanah yang berubah menjadi sungai tetap menjadi pemilik
atas tanah tersebut, atau mendapat tanah pengganti yakni bekas aliran
sungai yang ditinggalkan.

Ketentuan dalam KUH Perdata tersebut ditegaskan kembali dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan
Bekas Sungai, Pasal 17 Ayat (2), yang menyatakan “pemanfaatan lahan
bekas sungal diprioritaskan untuk mengganti lahan yang terkena alur sungai
baru, keperluan pembangunan prasarana pengairan, keperluan pembangunan
lainnya dengan cara tukar bangunan, keperluan budi daya dengan syarat
tertentu”. ‘ .

Dengan melihat ketentuan di atas jelas bahwa apabila terjadi
perpindahan aliran sungai (dengan meninggalkan aliran sungai lama), maka
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aliran sungai lamu) dimilik olch masyarakal yang
ang lunsnya discsuaikan dengan tanah
yang terkena aliran sungai baru, teemuasuk deposit yang ada dll dalamnya,
Dengan demikian, jika terjadi konflik antara pengelola gahan dcngaq
masyarakat, seperti dikemukakan di atas, pihak pengelola halrus men)fadan
bahwa tidak dibenarkan mengakui Jahan bekas sungal Sgbahknya
masyarakat yang tanahnya terkena aliran sungai balru, apabila telah
mendapat lahan pengganti yakni lahan bekas aliran sungal lama, maka lahan
pada aliran sungai baru menjadi milik atau dikuasai oleh pengelola,
walaupun PBB-nya masih tetap dibayar. Scsuai dengan Pasal 3 Ayat (1) PP
No. 35 Tahun 1991 sungai baik baru maupun lama tetap dalam penguasaan
pemerintah, Namun apabila masyarakat yang tanahnya terkena aliran sungai
baru, fetapi tidak mendapatkan lahan pengganti (dari bekas aliran sungai
lama) atau ganti rugi (dari pemerintah atau pengelola), maka lahan pada
aliran sungai baru terscbut adalah tetap menjadi miliknya, sehingga apabila
pemerintah hendak menguasainya, maka ia harus membayar ganti rugi
kepada masyarakat pemilik tanah tersebut.

Adanya kewajiban penambang memberikan ganti rugl kepada
masyarakat pemilik lahan, dapat dilihat dari ketentuan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Pasal 25, yang menyatakan:

Jahan bekas siungai (alan
tanahnya terkena aliran sungai baru'y

(1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat darn
usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak
atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya,
dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak
dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahutu.

(2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa
pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Ketentuan mengenai ganti rugi dapat pula dilihat pada Peraturan
Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1995 tentang Usaha
Penambangan Bahan Galian Golongan C. Dalam Pasal 32 dikatakan

bahwa:

Pengusahaan tanah untuk pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan
antara lain melalui:

a. Pemberian atau pembebesan hak atas tanah;
b. Ijin penggunaan tanah;
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